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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang

Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

10. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 198);

11. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-

Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157);

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang

E-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI

KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang

selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan

untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana

bidang pendidikan yang merupakan urusan Daerah.

2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan dasar.

3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat

SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar,

Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat

atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau

setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah

Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk

lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang

diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama atau

Madrasah Tsanawiyah.

5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat

SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada

jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari

Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil

belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah

Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.

6. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat

dipindah.
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7. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan

fungsi sekolah.

8. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional

pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal

tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat

beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,

tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta

sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang

proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi.

9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah

upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan

yang belum mencapai standar sarana dan prasarana

pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan

prasarana pendidikan.

10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam

bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam

dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan,

yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

11. Buku Pengayaan adalah buku yang memuat materi yang

dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar,

menengah dan perguruan tinggi.

12. Buku Referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya

dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara

dalam dan luas.

13. Buku Panduan Pendidik adalah buku yang memuat

prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model

pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.

14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya

disingkat TIK adalah satuan perangkat keras dan lunak

yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi

dan komunikasi.

15. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara

langsung digunakan untuk pembelajaran.
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